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Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the professi-onalism Apparatus In Effort to Improve Public Services Department of Mines and Energy In West Kutai

The object of the research findings indicate that the apparatus to increase the professionalism of the Department of Mines and Energy West Kutai not all qualified personnel expected, both in terms of level of education, terapilan and expertise, as well as job placement. But in fact indicates that most of the apparatus meets the required criteria in the professionalism of the apparatus . Apparatus of professionalism in terms of education level, skills and expertise, including good enough because most of the apparatus aligned between capacity and competence apparatus with field work Similarly, the placement of the apparatus, most have been arranged according to the capacity and competence of the apparatus so as to make a meaningful contribution to the smooth running of public services. Similarly, employee responsibilities entrusted to work also indicates quite good . Penarapan professionalism apparatus in the Department of Mines and Energy West Kutai constrained by several factors, including diversity awareness and apparatus for increasing the capacity of professional competence, diversity apparatus in improving skills and skills, reception apparatus system does not always use an approach merit system, so that employees generated it regardless of the needs of the organization, and in addition to limited budget allocation to develop professional competence


Keyword : Apparatus Profesionalaisme 
Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Profesionalisme Aparatur Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat. 
Hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan profesionalisme aparatur pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat belum semua aparatur memenuhi kualifikasi yang diharapkan, baik ditinjau dari tingkat pendidikan, keterapilan dan keahlian, maupun penempatan kerja. Tetapi secara faktual mengindikasikan bahwa sebagian besar aparatur memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam profesionalisme aparatur. Profesionalisme aparatur ditinjau dari segi tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian, termasuk cukup baik sebab sebagian besar aparatur selaras antara kapasitas dan kompetensi aparatur dengan bidang kerjanya. Demikian pula dalam penempatan aparatur, sebagian besar telah tersusun sesuai kapasitas dan kompetensi aparatur  sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk kelancaran pelayanan pada publik. Demikian pula tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan yang dipercayakan juga  mengindikasikan cukup baik. Penarapan profesionalisme aparatur di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat terkendala oleh beberapa faktor diantaranya beragamnya kesadaran aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesional, keanekaragaman aparatur dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan, system penerimaan aparatur tidak selalu menggunakan pendekatan merit system, sehingga pegawai yang dihasilkan justru terlepas dari kebutuhan organisasi, dan disamping terbatasnya alokasi anggaran untuk mengembangkan kompetensi profesional. 

Kata Kunci :  Profesionalisme Aparatur

Pendahuluan 

Dalam rangka optimalisasi pelayanan public, perlu didukung dengan aparatur yang kompeten atau aparatur sesuai bidang keahliannya (Skil). Ironisnya terkait dengan peningkatan pelayanan public tidak semua bidang pekerjaan diisi oleh aparatur sesuai bidang kerjanya. Karena itu tidak mengherankan jika upaya optimalisasi pelayanan public sulit dicapai. 

Dalam keadaan seperti itu, maka perlunya diterapkan profesionalisme aparatur, karena melalui cara tersebut bukan hanya dapat mendorong motivasi pegawai dalam memberikan layanan, tetapi juga hasil kerja yang dicapai lebih efektif. Profesionalisme aparatur dimaksud suatu lapangan kerja yang diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut didukung hasil riset yang dilakukan para analis menunjukkan bahwa jika semua formasi pekerjaan diisi oleh aparatur professional, maka  pegawai akan dengan mudah menyelesaikan pekerjaan lebih efektif dan efisien. 

Dengan demikian profesionalisme aparatur merupakan determinan penting untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan layanan, sebab dengan pelayanan yang efektif dan efisien, maka masyarakat tidak lagi dihadapkan pada pengorbanan yang tinggi, baik waktu, tenaga maupun biaya,  

Realitas yang terjadi diobjek penelitian, justru masih banyak aparatur yang ditempatkan pada formasi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan kurang terpenuhi. Hal tersebut terindikasi oleh, pelayanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, dan masyarakat dihadapkan pada pengorbanan yang tinggi. 

Mencermati fenomena tersebut maka perlunya penerapan  profesionalisme aparatur, agar tuntutan masyarakat terhadap layanan yang berkualitas dapat terpenuhi. Atas dasar pemikiran diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, aktual dan faktual  mengenai penerapan profesionalisme aparatur dan sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan profesionalisme aparatur di lembaga tersebut.. 

Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Simamora, 2004 : 4)  manajemen  sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi system perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya, atau orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia terdiri atas serangkaian keputusan yang terintegrasi tentang hubungan ketenaga kerjaan yang mempengaruhi efektifitas karyawan dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia didalam organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai berbagai tujuan. Konsekuensinya, manajer-manajer disemua lapisan harus menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya manusia. Ide pencapaian berbagai tujuan (objectives) merupakan hal utama dari setiap bentuk manajemen. Jikalau tujuan tidak dicapai secara berkesinambungan, maka keberadaan organisasi akan berakhir. Nilai  sumber daya manusia dalam suatu  organisasi acapkali terbukti tatkala organisasi dijual. Harga beli organisasi sering lebih tinggi dari pada seluruh nilai aktiva fisik dan keuangan. Perbedaan ini sering disebut muhibah (goodwill) sebagian merefleksikan nilai sumber daya manusia sebuah organisasi.

Konsep Profesionalisme Aparatur

Menurut Suryawikarta, (1999 : 27), profesionalisme merupakan lapangan pekerjaan tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mendalam Profesionalisme merupakan kemampuan menguasi dan memahami dan melaksanakan bidang tugas sesuai dengan profesinya disamping terhadap pemahaman masalah aspek kehidupan lainnya seperti etika, moral budaya 

Sedangkan Simanjuntak, (2001 : 89) memberikan batasan tentang arti profesionalisme adalah sesorang yang memiliki sikap terbuka terhadap persoalan global terutama persoalan nilai, norma dan stuktur yang dianut bersama. Ini berarti professional tidak hanya merupakan lapangan kerja yang disi oleh orang-orang yang kompeten tetapi seseorang tersebut harus memiliki sikap terbuka dan mampu bekerja secara produktif, efisien, mandiri, inovatif disamping itu memiliki dedikasi, dan ethis kerja serta moral yang tinggi. Profesionalisme juga dapat diartikan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang  tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh clien / pelanggan (Siagian, 2000 :163). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu bentuk kemampuan, keterampilan dan keandalan dalam pelaksanaan tugas dengan memiliki keahlian, sikap  dan perilaku  serta moral yang baik, sehingga mampu menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Disamping itu mampu memanfaatkan waktu secara efektif, dan  cermat dalam segala persoalan serta bekerja berdasarkan mekanisme yang menurut dirinya dianggap terbaik dan hasilnya lebih besar. Seiring dengan beban kerja dan tuntutan masyarakat, maka penerapan profesionalisme aparatur merupakan pilihan strategis untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Karena itu professionalisme merupakan tuntutan publik untuk terpenuhinya public account-tability and responsibility yaitu yang menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber negara dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundang yang berlaku (the body of rules). .

Menurut Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 63 Tahun 2004, disebutkan bahwa konsep profesionalisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  :
1. Menguasai bidang pengetahuannya 

2. Komitmen pada kualitas 

3. Dedikasi pada kepentingan masyarakat 

4. Keinginan untuk membantu masyarakat

Dalam upaya membenahi dan memperbaiki profesionalisme aparat/ birokrasi pemerintah,  agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk melayani, tentunya tidak dapat dipandang dari satu sudut pandang. Karena itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menunjukkan profesi-onalisme aparatur adalah dapat diawali dari mekanisme seleksi kepemimpinan dalam aparatur supaya mereka mempunyai potensi kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan pegawai harus diperbaiki dan diperluas keilmuwannya sehingga menjadi aparatur yang mempunyai kemampuan (kapabilitas). 

Konsep Kemampuan Kerja

Kemampuan (ability)” yang berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan dan kekayaan (Poerwa-darminto, 2001 : 291). Kapabilitas secara sederhana diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan tugas atau pekerjaan. Menurut Gibson at all. (2004 : 297) bahwa kapabilitas menunjukan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, kemampuan berhubungan erat dengan fisik dan mental yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin dilaksanakan. 

Pendapat lain disampaikan Nugroho (2004 : 162)  cenderung menggunakan istilah kemampuan yang artinya sebagai tersedianya modal kecakapan, ketangkasan atau modal lainnya yang memungkinkan anggota itu dapat berbuat banyak bagi organisasinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau kekuatan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, Oleh karena itu, kemampuan merupakan salah satu unsur kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman (Thoha, 2003 : 119).

Dari uraian di atas ada tiga aspek yang dapat dibahas dari kapabilitas aparatur, yaitu :  kualitas sumber daya manusia (aparatur) dapat dilihat dari tiga aspek (Depnaker, 2001). Pertama, aspek fisik : Kedua aspek intelejensia yang menggambarkan kemampuan berpikir dan merealisasikan gagasan-gagasan atau ide-idenya. Aspek ini mencakup kecerdasan dan keterampilan; Ketiga mencakup aspek sikap mental, yaitu gambaran mengenai karakter dan sikap seseorang dalam mengantisipasi situasi lingkungan pada suatu waktu dan tempat tertentu. Disamping aspek kualitas, pembahasan mengenai kemampuan aparatur sangat erat kaitannya dengan sikap profesionalisme dari cara kerja pegawai, yaitu kemampuan menguasi, memahami dan melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya, mampu bekerja secara produktif, efisien, mandiri, inovatif juga memiliki dedikasi dan moral yang tinggi.

Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerjanya guna menjadi sumber tenaga yang produktif, sehingga mampu menghasilkan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai yang diharapkan. Pengertian pendidikan dan pelatihan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000, adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Dengan Pendidikan dan pelatihan bertujuan agar pegawai  memiliki keterampilan dan keahlian sebagai modal kerja pegawai. 

Menurut Hadipoerwono, (1999 :  76) Pelatihan adalah pembinaan kecakapan, kemahiran, ketangkasan (Skil Building) dalam pelaksanaan tugas. Pelatihan  menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Pelatihan adalah proses belajar-mengajar, dengan menggunakan tehnik dan metode tertentu. Secara konsepsional pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang. 

Dari pengertian di atas, secara sederhana dapat dibedakan bahwa pelatihan adalah segala usaha yang dilakukan secara sadar, dalam rangka untuk membina kepribadian serta untuk mengembangkan kemampuan atau prestasi kerja, yang berlangsung seumur hidup, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan, karena dalam pelatihan juga menyangkut proses belajar-mengajar, yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan serta mengembangkan keterampilan dalam waktu yang relatif singkat.


Umumnya pelatihan dilakukan dalam rangka untuk mengupayakan atau menyiapkan para pegawai, untuk melakukan suatu pekerjaan yang pada saat itu akan dilaksanakan. Sedangkan pendidikan lebih bersifat filosofis dan teoritis. Pendidikan lebih banyak diarahkan untuk golongan manager, sebaliknya pelatihan lebih banyak ditujukan untuk golongan non-manager..

Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemberi jasa terhadap pengguna jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. .Setiap manusia (pengguna jasa) perlu kebutuhan yang harus terpenuhi, sedangkan pemerintah sebagai pemberi/penjual jasa), baik   barang maupun jasa, selayaknya dambaan pengguna jasa dapat terpenuhi.. 

Menurut Cristopher (1992) bahwa pelayanan pelanggan dapat diartikan sebagai suatu sistem manajemen, diorganisir untuk menyediakan hubungan pelayanan yang berkesinambungan antara waktu pemesanan dan waktu barang atau jasa itu diterima dan digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan / harapan pelanggan dalam jangka panjang. 

Dengan demikian pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang dan jasa publik  yang dilaksanakan  Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat  Sehubungan hal terebut secara implementatif diatur melalui kepmenpan nomor 63 tahun 2003, tentang pelayanan umum, layanan hendaknya memenuhi criteria  sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/ tata cara pelayanan diseleng-garakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan kepastian, dalam arti adanya kejalasan dan kepastian mengenai :

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan publik dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum;

4. Keterbukaan, dalam arti prosedur/ tata cara, persyaratan, satuan kerja /pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan publik, waktu penye-lesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

5. Efisien, dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan pelayanan yang diberikan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan sebagai persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan publik harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan publik harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil;

8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesai kan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
Analisis  Data

Sesuai tujuan penelitian maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data model interaktif (interactive model of analsis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2004 :16) melalui tahapan-tahapan yaitu Reduksi Data (Reduction data), Penyajian Data (data display), Menarik kesimpulan (concluting drawing),
Hasil Penelitian

Sebagai tema sentral dalam penelitian ini adalah Profesionalisme aparatur dalam upaya meningkatkan pelyanan publik di Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat. Profesionalisme aparatur penting untuk diterapkan agar terdapat kesimbangan antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dengan beban kerja, dan keterampilan dengan bidang kerjanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua aparatur dalam penempatan kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan keterampilan pegawai, sehingga layanan masyarakat kurang efektif.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penerapan profesionalisme aparatur yang diukur berdasarkan beberapa sub penelitian, maka secara substantive dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Profesionalisme Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sesuai data yang diperoleh di objek penelitian, baik dari data primer maupun sekunder ternyata tidak semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya selaras antara jenis pekerjaan dengan latar belakang dan tingkat pendidikan. Salah satu ilustrasi pada pegawai yang ditempatkan pada seksi Hidrogeologi dan Tata Lingkungan, ternyata ada 2 orang yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya. Demikian pula ditinjau dari tingkat pendidikan, ternyata terdapat pegawai yang berpendidikan sarjana administrasi negara ditempatkan pada bagian tersebut.  Disisi lain terdapat pula beberapa pegawai dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan  kompetensi yang bersangkutan. Misalnya pegawai yang berpendidikan sarjana tetapi diberikan tugas untuk mengagendakan surat keluar masuk. Pekerjaan tersebut seharusnya cukup dikerjakan pada pegawai yang berpendidikan menengah, dan bukan pegawai yang berpendidikan tinggi. 

Ini berarti  profesionalisme aparatur di lingkungan kerja Dinas Pertambangan dan Energi, ditinjau dari aspek pendidikan belum selaras atau memenuhi kualifikasi yang diatur dalam analisis jabatan. Mencermati keadaan seperti ini maka pihak pimpinan lembaga telah melakukan pembenahan, untuk menye-laraskan / mensikronkan antara formasi yang tersedia dengan pendidkan yang dimiliki aparatur. Sesuai hasil observasi menunjukkan bahwa pembenahan yang dilakukan pihak pimpinan lembaga ternyata dapat membawa perubahan yang lebih baik. Hal tersebut terindikasi oleh hampir sebagian besar pegawai telah ditempatkan sesuai bidang keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Dengan demikian penerapan profesionalisme aparatur dapat memperbaiki kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Sebab hampir semua pegawai ditempatkan pada formasi yang tepat yaitu ada kesesuaian antara tingkat dan latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan dan beban tugas.

Profesionalisme Aparatur berdasarkan Keterampilan dan Keahlian

Keterampilan dan keahlian aparatur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran tugas, terutama dalam memberikan layanan pada masyarakat. Karena itu sudah selayaknya setiap pegawai dimilikiketerampilan dan keahlian. Atas dasar keterampilan dan keahlian tersebut dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk menunjang kelancaran pelayanan. Apapun bentuk mapun jenis keterampilan dan keahlian yang dimiliki, akan memberikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan pelayanan publik. Ironisnya seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat  terhadap pelayanan, tidak dibarengi dengan aparatur yang cakap dan terampil.

Sesuai hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua pegawaai mempunyai keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerjanya, dan ini dapat menghambat dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Ini artnya penerapan profesionalisme aparatur kurang sesuai kualifikasi yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat keterampilan pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat tidak selaras antara  keterampilan pegawai dengan bidang kerjanya. Dari hasil temuan diobjek penelitian menunjuk-kan 37 % pegawai yang memiliki legalitas pelatihan. Dengan demikian masih terdapat 63 % pegawai yang belum mempunyai legalitas pelatihan. 

Bahkan sebaliknya terdapat pegawai yang memiliki legalitas pelatihan tetapi tidak  ditempatkan pada posisi yang tepat. Ini berarti profesionalisme aparatur di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten kutai Barat belum diterapkan secara efektif. Konsekuensi logis dari ketidakselarasan antara keterampilan pegawai  dengan bidang kerjanya, maka layanan pada masyarakat  kurang efektif.. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan key informan serta didukung dengan data sekunder, mengenai profesionalisme aparatur di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten  Kutai Barat menunjukkan indikasi cukup baik. Meski demikian pembenahan terus dilakukan agar terdapat kesesuaian antara keterampilan dan keahlian dengan bidang kerjanya. Karena itu langkah yang dilakukan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat secara bertahabh memberikan kesempatan kepada Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang kerjanya. Dengan demikian, secara bertahap formasi yang tersedia akan diisi oleh pegawai yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Upaya yang dilakukan nampaknya mampu menghasilkan 29 pegawai yang memiliki legalitas pelatihan sesuai bidang kerjanya.

Profesionalisme aparatur berdasarkan Penempatan Kerja 

Penempatan kerja pegawai penting untuk dilaksanakan secara tepat dan benar. Artinya penempatan kerja aparatur harus disesuikan dengan beban kerja dan keterampilan pegawai. Sebab suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh aparatur yang kompeten niscaya hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu dalam penempatan kerja hendaknya mempertimbangkan aspek kemampuan dengan beban kerja agar tidak terjadi disekolibrium. Demikian pula pengangkatan jabatan,  hendaknya disesuaikan antara latar belakang pendidikan dan kapasitas aparatur, sehingga dalaam menjalankan tugasnya tidak mengalmai kesulitan, bahkan dapat dilaksanakan lebih  efektif dan efisien. 

Fakta menunjukkan bahwa penempatan kerja pegawai, di lingkungan kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat masih terjadi kesenjangan, karena masih terdapat beberapa pegawai dalam memikul beban kerja tidak sesuai kapasitas pegawai. Demikian juga pengangkatan jabatan struktural, ada yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam analisis jabatan. Tetapi secara akumulatif penempatan pegawai di lembaga tersebut terindikasi cukup baik. Karena sebagian besar pegawai ditempatkan pada formasi yang tepat, demikian pula pengangkatan dalam jabatan, sebagian besar pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural sesuai pertimbangan Baparjakat dan dipersayaratkan yang diatur dalam analisis jabatan.  

Dari hasil observasi diobjek penelitian menunjukkan bahwa penempatan kerja pegawai terutama untuk Staf sebagian besar sudah sesuai kualifikasi yang diharapkan, sedangkan pengangkatan jabatan struktural, adanya intervensi dari elit penguasa, Sedangkan Badan Perimbangan Jabatan dan Kepengkatan yang dinilai lembaga independent, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan perannya secara efektif, sehingga tidak mengherankan jika pengakatan jabatan bias terjadi berbeda dengan kualifikasi yang ditetapkan.

Profesionalisme Aparatur Berdasarkan Tanggung Jawab.

Secara teoritis seorang pegawai tidak dibenarkan memiliki atasan ganda, dan tidak dibenarkan pula memiliki pekerjaan ganda, oleh karena itu harus diperjelas apa yang menjadi  tanggungjawabnya. Untuk menghindakan adanya tanggung jawab ganda, maka setiap pegawai memupunyai uraian pekerjaan yang jelas, sehingga tidaka terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. 

Fenomena yang terjadi justru tidak semua pegawai mengetahui dan memahami tugasnya, bahkan terdapat pegawai bekerja berdasarkan perintah atasan. Kedaan demikian justru sulit untuk memilah pekerjaan yanag menjadi tanggung jawabnya,\. Untuk menghindari terjadinya kekembaran dalam pekerjaaan manakala setiap aparatur uraian pekerjaan. Atas dasar uraian pekerjaan (Job Description), itulah, akan memudahkan tanggung jawab pegawai atas pekerjaan yang dilakukan. 

Dalam hal tanggung jawab pegawai lebih banyak diketahaui oleh pegawai yang memiliki eselon, disamping pegawai yang mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga tahu pekerjaan mana yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal tanggung jawab pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat termasuk cukup baik, artinya sebagian besar pegawai mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Terutama pegawai yang mempunyai kapasitas dan kompetensi professional, lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.  Meskipun terdapat  perbedaan, dalam hal tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok, karena sebagian besar pegawai mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk lebih bertanggung jawab.

Faktor yang menghambat penerapan profesionalisme :

1) Terbatasnya sumber dana untuk mengembangkan kompetensi aparatur, dalam rangka peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan

2) Beragamnya kesadaran kolektif aparatur di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan profesio-nalisme aparatur, terutama melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung peningkatan kinerja.

3) Keanekaragaman sikap dan konsistensi pimpinan unit kerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan profesionalime aparatur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat belum semua aparatur memenuhi kualifikasi yang diharapkan, baik ditinjau dari tingkat pendidikan, keterapilan dan keahlian, maupun penempatan kerja. Tetapi secara faktual mengindikasikan bahwa sebagian besar aparatur memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam profesionalisme aparatur, yaitu baik ditinjau dari tingkat pendidikan aparatur, legalitas pelatihan yang dimiliki, dapat menunjang kelancaran pelayanan publik. Dalam hal penempatan kerja, dan  tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan tidak semuanya tepat, dan hal tersebut tercermin dari ketidak-sesuaian antara kapasitas  pegawai  dengan beban kerja, ketidakseimbangan ketrampilan dengan jenis pekerjaan dan ketidaksesuain kompetensi pegawai  dengan kualitas pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan yang dipercayakan juga  belum semua aparatur menunjukkan hasil yang beragam.

2. Penarapan profesionalisme aparatur di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat terkendala oleh beberapa faktor diantaranya beragamnya kesadaran aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesional, keanekaragaman aparatur dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan, system penerimaan aparatur tidak selalu menggunakan pendekat-an merit system, sehingga pegawai yang dihasilkan justru terlepas dari kebutuhan organisasi, dan disamping terbatasnya alokasi anggaran untuk mengembangkan kompetensi profesional. 

Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Terbatasnya sumber dana untuk mengembangkan kompetensi aparatur, dalam rangka peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan

2. Beragamnya kesadaran kolektif aparatur di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan profesio-nalisme aparatur, terutama melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung peningkatan kinerja.

3. Keanekaragaman sikap dan konsistensi pimpinan unit kerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan profesionalime aparatur.
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